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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A.  Tinjauan Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk meneliti 
pengaruh struktur kepemilikan asing dan kepemilikan insitusional terhadap 
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), sebagaimana pada tabel di 
bawah ini :  
Tabel 2.1 
  Penelitian Terdahulu 
No Nama 
Peneliti 
Judul Hasil Penelitian 
1 Novita dan 
Chaerul 
(2008) 
Pengaruh Struktur 
Kepemilikan terhadap Luas 
Pengungkapan Tanggung 
Jawab Sosial pada Laporan 
Tahunan Perusahaan: Studi 
Empiris pada Perusahaan 
Publik yang Tercatat di Bursa 
Efek Indonesia Tahun 2006 
Struktur kepemilikan asing  
tidak berpengaruh terhadap 
luas pengungkapan 
tanggung jawab sosial yang 
dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan yang tercatat di 
BEI dan kepemilikan 
institusional tidak 
mempengaruhi luas 
pengungkapan tanggung 
jawab sosial perusahaan .  
2 Rustiarini 
(2011) 
 
Pengaruh Struktur 
Kepemilikan Saham Pada 
Pengungkapan Corporate 
Social Responsibility 
Struktur kepemilikan 
manejerial dan struktur 
kepemilikan institusional 
tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan CSR, 
sedangkan struktur 
kepemilikan asing 
berpengaruh terhadap 
pengungkapan CSR 
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3 Nurbaity 
(2014) 
 
Pengaruh Struktur 
Kepemilikan Saham dan 
Karakteristik Perusahaan 
Terhadap Corporate Social 
Responsibility Pada 
Perusahaan Pertambangan 
Yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia 
Struktur kepemilikan asing, 
kepemilikan institusional, 
secara parsial  tidak 
berpengaruh terhadap luas 
pengungkapan Corporate 
Social Responsibility, 
namun secara simultan 
berpengaruh signifikan 
terhadap luas pengungkapan 
Corporate Social 
Responsibility. 
4 Annisa dan 
Nazar 
(2015) 
 
Pengaruh Struktur 
Kepemilikan dengan Variabel 
Kontrol Profitabilitas, Umur 
dan Ukuran Perusahaan 
terhadap Luas Pengungkapan 
Corporate Social 
Responsibility (Studi Empiris 
Perusahaan Manufaktur di 
BEI Tahun 2011-2013). 
Struktur kepemilikan asing, 
struktur kepemilikan 
institusional, ukuran 
perusahaan, umur 
perusahaan dan profitabilitas 
tidak berpengaruh signifikan 
terhadap luas pengungkapan 
Corporate Social 
Responsibility. 
5 Soliman et 
al. (2012) 
 
Ownership structure and 
corporatesocial responsibility 
disclosure: An Empirical 
Study of the Listed Companies 
in Egypt 
Struktur kepemilikan 
manajerial tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap CSR, sedangakan 
struktur kepemilikan asing 
dan institusional 
berpengaruh signifikan 
terhadap CSR 
6 Won yong 
oh (2011) 
 
The Effect of Ownership 
Structure on Corporate Social  
Responsibility : Empirical 
Evidence from Korea 
Ownership Structure, firm 
size dan firm age 
berpengaruh positif terhadap 
pengungkapan Corporate 
Social Responsibility. ROA 
dan Debt Ratio berpengaruh 
negatif terhadap 
pengungkapan Corporate 
Social Responsibility 
7 Ghazali 
(2007) 
 
Ownership structure and 
corporate social 
responsibility disclosure: 
Director Ownership, 
Government Ownership, 
Company Size berpengaruh 
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some Malaysian evidence. terhadap pengungkapan 
Corporate Social 
Responsibility. Ownership 
concentration, Industry, 
profitabiliiy tidak 
berpengaruh terhadap 
pengungkapan  Corporate 
Social Responsibility. 
8 Naila (2014) Pengaruh Kepemilikan 
Manajerial, Kepemilikan 
Institusional, dan 
Kepemilikan Asing Terhadap 
Pengungkapan Tanggung 
Jawab Sosial Perusahaan 
Kepemilikan institusional 
dan kepemilikan asing tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap pengungkapan 
tanggung jawab sosial 
perusahaan sedangkan 
kepemilikan manajerial 
berpengaruh signifikan 
terhadap pengungkapan 
Corporate Social 
Responsibility 
9 Rezi (2014) Pengaruh Kinerja 
Lingkungan, Kepemilikan 
Manajerial, Kepemilikan 
Institusional, Manajemen 
Laba dan Solvabilitas 
Terhadap Pengungkapan 
Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan (Studi Empiris 
Pada Perusahaan yang 
Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2009-2011).   
Kinerja lingkungan, 
kepemilikan 
manajerial,  kepemilikan 
institusional dan solvabilitas 
berpengaruh signifikan 
terhadap pengungkapan 
Corporate Social 
Responsibility perusahaan 
sedangkan manajemen laba 
tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pengungkapan 
Corporate Social 
Responsibility  perusahaan. 
10 Ati et al., 
(2013) 
Pengaruh Kepemilikan 
Institusional, Komposisi 
Dewan Komisaris, Kinerja 
Perusahaan Terhadap Luas 
Pengungkapan Corporate 
Social Responsibility di dalam 
Sustainability Report pada 
Perusahaan Manufaktur yang 
Kepemilikan institusional 
dan kinerja perusahaan 
berpengaruh signifikan 
terhadap pengungkapan 
tanggung jawab sosial 
perusahaan. Sebaliknya, 
komposisi dewan komisaris 
dan ukuran perusahaan tidak 
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Terdaftar di BEI berpengaruh signifikan 
terhadap pengungkapan 
tanggung jawab sosial 
11 Sanjaya et 
al., (2012) 
Pengaruh Good Corporate 
Governance, Profitabilitas, 
dan Ukuran Perusahaan 
Terhadap Pengungkapan 
Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan Pada Perusahaan 
Real Estate dan Property 
yang  terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia 
Kepemilikan institusional, 
profitabilitas, dan ukuran 
perusahaan berpengaruh 
signifikan terhadap 
pengungkapan tanggung 
jawab sosial perusahaan. 
Sebaliknya, dewan 
komisaris, kepemilikan 
manajerial, komite audit 
tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pengungkapan 
tanggung jawab sosial 
perusahaan.  
12 Sari (2012) Pengaruh Karakteristik 
Perusahaan terhadap 
Corporate Social 
Responsibility Disclosure 
pada Perusahaan Manufaktur  
yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia 
Profitabilitas berpengaruh 
signifikan terhadap 
pengungkapan Corporate 
Social Responsibility, 
proporsi dewan komisaris 
independen dan kepemilikan 
asing tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
pengungkapan Corporate 
Social Responsibility 
 
13 Purnama et 
al. (2014) 
Pengaruh Size, Profitabilitas, 
Leverage dan Kepemilikan 
Institusional terhadap 
Pengungkapan CSR dalam 
Laporan Tahunan Perusahaan 
Manufaktur di BEI 
Terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan antara 
size, kepemilikan 
institusional terhadap 
pengungkapan tanggung 
jawab sosial perusahaan, 
sedangkan terdapat 
pengaruh yang negatif dan 
signifikan antara 
profitabilitas, leverage 
terhadap pengungkapan 
CSR perusahaan,   
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Berdasarkan penelitian di atas merupakan penelitian yang terkait dengan 
pengaruh struktur kepemilikan dengan pengungkapan CSR. Won Yong (2011), 
Soliman et al. (2012) dan Nurbaity (2014) mengungkapkan bahwa kepemilikan 
asing dan institusional berpengaruh signifikan terhadap Corporate Social 
Responsibility. Rustiarini (2011) mengungkapkan bahwa kepemilikan asing 
berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Naila (2014), Annisa dan Nazar 
(2015) mengungkapkan kepemilikan institusional dan kepemilikan asing tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan.  
 
B. Landasan Teori 
1. Teori Stakeholder 
Gray et al. (2001) menyatakan bahwa stakeholders adalah pihak-pihak 
yang berkepentingan pada perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dapat 
dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Para stakeholder antara lain masyarakat, 
karyawan, pemerintah, supplier, pasar modal dan lain-lain. Stakeholder theory 
mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk 
kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya 
(pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, 
dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan perusahaan sangat dipengaruhi 
oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. 
Menurut Gray et al. (1994) kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada 
dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas 
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perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Pengungkapan sosial 
dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholder nya.  
Stakeholder theory umumnya berkaitan dengan cara-cara yang digunakan 
perusahaan untuk me-manage stakeholder-nya (Gray et al., 1997). (Ullmann, 
1985) berpendapat bahwa power stakeholder berhubungan dengan “postur 
strategis” yang diadopsi perusahaan. Strategic posture menggambarkan model 
reaksi yang ditunjukkan oleh pengambil keputusan kunci perusah aan terhadap 
tuntutan sosial. Menurutnya ada dua postur strategis yang akan diadopsi 
perusahaan. Active posture merupakan strategi yang berusaha mempengaruhi 
hubungan organisasi dengan stakeholder yang dipandang berpengaruh/penting. 
Hal ini menunjukkan bahwa active posture tidak hanya mengidentifikasi 
stakeholder tetapi juga menentukan stakeholder mana yang memiliki kemampuan 
terbesar dalam mempengaruhi alokasi sumber ekonomi ke perusahaan. Perhatian 
yang besar terhadap stakeholder akan mengakibatkan tingginya tingkat 
pengungkapan informasi sosial dan tingginya kinerja sosial perusahaan. Strategi 
yang kedua adalah passive posture. Strategi yang cenderung tidak terus menerus 
memonitor aktivitas stakeholder dan secara sengaja tidak mencari strategi optimal 
untuk menarik perhatian stakeholder. Kurangnya perhatian terhadap stakeholder 
(dalam pendekatan passive posture) akan mengakibatkan rendahnya tingkat 
pengungkapan informasi sosial dan rendahnya kinerja sosial perusahaan.  
Berdasarkan teori stakeholder, Guthrie et al. (2004) menyatakan bahwa 
manajemen perusahaan diharapkan untuk dapat melakukan aktivitas sesuai 
dengan yang diharapakan stakeholder dan melaporkannya kepada stakeholder. 
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Teori ini menyatakan bahwa para stakeholder memiliki hak untuk mengetahui 
semua informasi baik informasi mandatory maupun voluntary, informasi 
keuangan dan non keuangan. Dampak aktivitas perusahaan kepada stakeholder 
dapat diketahui melalui pertanggungjawaban yang diberikan perusahaan berupa 
informasi keuangan dan non keuangan (sosial).  
2. Teori Legitimasi  
Teori Legitimasi menyatakan bahwa perusahaan terus berupaya untuk 
memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam 
masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha 
untuk memastikan bahwa aktifitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak luar 
sebagi suatu yang “sah” (Deegan, 2002). Dowling dan Preffer (1975) menjelaskan 
bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi, 
mereka menyatakan karena legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, 
batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan 
reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku 
organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Dalam posisi sebagai bagian dari 
masyarakat, operasi perusahaan seringkali mempengaruhi masyarakat sekitarnya. 
Eksistensinya dapat diterima sebagai anggota masyarakat, sebaliknya 
eksistensinya pun dapat terancam bila perusahaan tidak dapat menyesuaikan diri 
dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut atau bahkan merugikan 
anggota komunitas tersebut. Oleh karena itu, perusahaan melalui top 
manajemennya mencoba memperoleh kesesuaian antara tindakan organisasi dan 
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nilai-nilai dalam masyarakat umum dan publik yang relevan atau stakeholder-nya 
(Dowling & Pfeffer, 1975). 
Keselarasan antara tindakan organisasi dan nilai-nilai masyarakat ini 
tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan. Tidak jarang akan terjadi 
perbedaan potensial antara organisasi dan nilai-nilai sosial yang dapat mengancam 
legitimasi perusahaan yang sering disebut legitimacy gap. Legitimacy gap (in-
congruence) dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti : 
 Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat 
terhadap kinerja perusahaan tidak berubah. 
 Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap 
perusahaan telah berubah. 
 Kinerja perusahaan dan harapan masyarajat berubah ke arah yang 
berbeda, atau kearah yang sama tetapi waktunya berbeda (Hadi, 2011). 
Bahkan menurut Lindblom (1994) menyatakan bahwa ketika legitimacy 
gap terjadi dapat menghancurkan legitimasi organisasi yang berujung pada 
berakhirnya eksistensi perusahaan.  
Suchman (1995) memberikan definisi mengenai organisational 
legitimacy sebagai berikut:  
“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of 
an entity are desirable, proper, or appropriate within someocially 
constructed system of norms, values, beliefs, and definitions”.  
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Berdasarkan pengertian tersebut, maka legitimasi merupakan asumsi 
umum dari tindakan perusahaan yang diinginkan dan sesuai dengan sistem nilai 
yang dibangun berdasarkan norma, nilai, kepercayaan dan definisi.  
Teori legitimasi merupakan turunan dari konsep organizational legitimacy, 
yang didefinisikan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) sebagai berikut : 
“... a condition or status which exists when an entity’s value system is 
congruent with the value system of the larger social system of which the 
entity is a part. When a disparity, actual or potential, exists between the 
two value systems, there is a threat to the entity’s legitimacy.”  
Ini berarti bahwa keberadaan perusahaan dalam masyarakat akan tetap 
berlanjut jika tindakan perusahaan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat dimana 
perusahaan beroperasi. Jika terdapat gap antara tindakan perusahaan dan nilai-
nilai masyarakat, maka akan muncul masalah legitimasi.  
Menurut Guthrie dan Parker (1989) menyatakan bahwa teori legitimasi 
ini tidak dapat digunakan untuk menjelaskan social reporting behavior di semua 
negara. Gray et al. (1995) menyatakan bahwa perusahaan yang melaporkan 
kinerjanya berpengaruh terhadap nilai sosial dimana perusahaan tersebut 
beroperasi. Hal ini disebabkan karena legitimasi dipengaruhi oleh kultur, 
interpretasi masyarakat yang berbeda, sistem politik dan ideologi pemerintah.  
3. Corporate Social Responsibility (CSR) atau Pertanggungjawaban Sosial 
Perusahaan  
Corporate Social Responsibility merupakan komitmen perusahaan atau 
dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang 
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berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan 
menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, 
sosial, dan lingkungan. Jadi Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan 
upaya perusahaan dalam menciptakan suatu keadaan yang saling menguntungkan 
antara perusahaan, shareholder maupun stakeholders.  
Menurut Suharto (2009) secara konseptual Corporate Social 
Responsibility (CSR) merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip 
dasar yang dikenal dengan istilah triple bottom line  yang terdiri dari : 
 Profit 
Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi 
yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. 
 People 
Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. 
Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian 
beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan 
dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan sebagainya. 
 Planet 
Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan 
keragaman hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini 
biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air 
bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata (Ekoturisme). 
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Menurut Tamba (2011) prinsip-prinsip dasar CSR yang menjadi dasar 
bagi pelaksanaan atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan 
kegiatan CSR menurut ISO 26000 meliputi:  
 Kepatuhan kepada hukum  
Sebuah organisasi harus menerima bahwa kepatuhan pada hukum adalah 
suatu kewajiban yang dilakukan umtuk patuh pada semua regulasi, 
memastikan bahwa seluruh aktivitasnya sesuai dengan kerangka hukum 
yang relevan. 
 Penghormatan pada norma perilaku internasional.  
Dinegara-negara yang hukum nasionalnya atau impelementasinya tidak 
mencukupi untuk melindungi kondisi lingkungan dan sosialnya, sebuah 
organisasi harus berusaha untuk mengacu kepada norma perilaku 
internasional. 
 Penghormatan pada kepentingan stakeholder.  
Sebuah organisasi harus menghormati dan menanggapi kepentingan 
seluruh stakeholder-nya, yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi, 
menanggapi kebutuhan, mengenali hak-hak legal dan kepentingan yang 
sah serta mengenali kepentingan yang lebih luas terkait dengan 
pembangunan berkelanjutan. 
 Akuntabilitas 
Akuntabilitas membuktikan bahwa organisasi bersangkutan melakukan 
segala sesuatu dengan benar. Akuntabilitas yang diminta adalah terhadap  
seluruh pemangku kepentingan, dalam hal dampak organisasi atas 
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masyarakat dan lingkungan, termasuk dampak yang tak sengaja atau tak 
diperkirakan. 
 Transparansi  
Sebuah organisasi seharusnya menyatakan dengan transparan seluruh 
keputusan dan aktivitasnya yang memiliki dampak atas masyarakat dan 
lingkungan. Karenanya yang dituntut adalah keterbukaan yang “clear, 
accurate, and complete” atas seluruh kebijakan, keputusan dan aktivitas.  
 Perilaku etis 
Sebuah organisasi harus berperilaku etis sepanjang waktu dengan 
menegakkan kejujuran, kesetaraan dan integritas. 
 Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).  
Setiap organisasi harus menghormati HAM, serta mengakui betapa 
pentingnya HAM serta sifatnya yang universal. Yang harus dilakukan 
adalah manakala ditemukan situasi HAM tidak terlindungi, organisasi 
tersebut harus melindungi HAM, dan tidak mengambil kesempatan dari 
situasi itu, apabila tidak ada regulasi HAM di tingkat nasional, maka 
organisasi harus mengacu pada standar HAM internasional. 
Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar. 
Mursitama et al. (2011) membagi manfaat corporate social responsibility kedalam 
dua kategori, yaitu manfaat internal dan manfaat eksternal. Manfaat internal dari  
Corporate Social Responsibility yaitu : 
 Pengembangan aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia. 
 Peningkatan performa lingkungan perusahaan. 
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 Menciptakan budaya perusahaan, yaitu integrasi antarfungsi di dalam 
perusahaan diharapkan dapat terjadi, munculnya efek dari membaiknya 
reputasi perusahaan 
 Kinerja keuangan. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan 
memberikan dampak terhadap peningkatan harga saham korporasi. 
Sedangkan manfaat eksternal melakukan corporate social responsibility yaitu: 
 Penerapan corporate social responsibility akan meningkatkan reputasi 
perusahaan sebagai badan yang mengemban dengan baik 
pertanggungjawaban secara sosial. Hal ini menyangkut pemberian 
pelayanan yang lebih baik kepada aktor-aktor eksternal atau para 
pemangku kepentingan eksternal. 
 Corporate Social Responsibility merupakan satu bentuk diferensiasi 
produk yang baik. Artinya, sebuah produk yang memenuhi persyaratan-
persyaratan ramah lingkungan dan merupakan hasil dari perusahaan yang 
bertangungjawab secara sosial. Untuk itu, diperlukan kesesuaian berbagai 
aktivitas sosial dengan karakteristik perusahaan yang juga khas. 
 Melaksanakan Corporate Social Responsibility dan membuka kegiatan 
secara publik merupakan instrumen untuk komunikasi yang baik dengan 
masyarakat. Hal tersebut akan membantu menciptakan reputasi dan 
image perusahan yang lebih baik. 
 Kontribusi Corporate Social Responsibility terhadap kinerja perusahaan 
pun dapat terwujud dalam bentuk dampak positif yang timbul dari 
berbagai rewards atas tingkah laku positif dari perusahaan, kontribusi ini 
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sering disebut sebagai kesempatan dan kemampuan perusahaan untuk 
munculnya konsekuensi dari tindakan yang buruk atau dikenal sebagai 
safety nets bagi perusahaan. 
Hendriksen (1991) mendefinisikan pengungkapan sebagai penyajian 
sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar 
modal yang efisien. Pengungkapan ada yang bersifat wajib (mandatory), yaitu 
pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada 
peraturan atau standar tertentu dan ada yang bersifat sukarela (voluntary) yang 
merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari 
peraturan yang berlaku. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 
merupakan bagian dari akuntansi pertanggungjawaban sosial kepada stakeholder. 
Perusahaan yang telah melaksanakan praktik Corporate Social Responsibility 
(CSR) dapat mengungkapkan pelaksanaan CSR tersebut baik terintegrasi langsung 
dalam laporan tahunan maupun laporan terpisah yang sering disebut dengan 
sustainability report (Annisa & Nazar, 2015). Sustainibility reporting adalah 
pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan 
kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan 
(sustainable development). 
Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang 
transparan, organisasi yang akuntabel, serta tata kelola perusahaan yang baik 
(good corporate governance) memaksa perusahaan untuk memberikan informasi 
mengenai aktivitas sosialnya. Anggraini (2006) mengatakan Shareholder maupun 
stakeholders membutuhkan informasi tentang sejauh mana perusahaan telah 
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melakukan aktivitas sosialnya melalui laporan keuangan perusahaan, sehingga 
hak-hak shareholder maupun stakeholders dapat terpenuhi melalui pengungkapan 
Corporate Social Responsibility. Ada berbagai cara untuk meraih kepercayaan 
dari stakeholders dan mendapatkan nilai lebih bagi perusahaan, salah satunya 
dengan meningkatkan kredibilitas perusahaan melalui pengungkapan sukarela 
secara lebih luas untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis 
manajemen (Rahayu, 2008). Di Indonesia, pengungkapan Corporate Social 
Responsibility diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 
2007. Dalam UU No.40 pasal 66 ayat 2 tahun 2007 telah dijelaskan bahwa 
perusahaan wajib memuat pelaporan tentang pertanggungjawaban sosial dan 
lingkungan di laporan tahunan (annual report). Undang-Undang tersebut menjadi 
landasan bahwa pengungkapan pertanggungjawaban sosial merupakan mandatory 
disclosure untuk setiap perusahaan di Indonesia bukan lagi voluntary disclosure. 
Dengan mengungkapkan  Corporate Social Responsibility, perusahaan memang 
tidak akan mendapatkan profit atau keuntungan secara langsung tetapi yang 
diharapkan dari kegiatan ini adalah benefit berupa citra perusahaan. 
Metode untuk menilai pengungkapan pertanggungjawaban sosial 
perusahaan selama ini ada beberapa cara karena sulitnya untuk menilai secara 
kuntitatif pertanggungjawaban sosial perusahaan. Standar pengungkapan 
Corporate Social Responsibility yang berkembang di Indonesia merujuk pada 
standar yang diterapkan Global Reporting Initiative (GRI). Standar GRI dipilih 
karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan sebagai kinerja ekonomi, 
sosial dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan 
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pemanfaatan sustainability reporting. Kebanyakkan perusahaan yang mengadopsi 
GRI ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, sumber daya 
alam, dan energi karena lebih banyak berhubungan dengan alam (Tanimoto dan 
Kenji, 2005).  
Pengungkapan sosial dalam tanggung jawab perusahaan sangat perlu 
dilakukan karena bagaimanapun juga perusahaan memperoleh nilai tambah dari 
kontribusi masyarakat di sekitar perusahaan termasuk dari penggunaan sumber-
sumber sosial (social resources). Jika aktivitas perusahaan menyebabkan 
kerusakan sumber-sumber sosial maka dapat timbul adanya biaya sosial (social 
cost) yang harus ditanggung oleh masyarakat, sedang apabila perusahaan 
meningkatkan mutu maka akan menimbulkan social benefit (manfaat sosial). 
4. Struktur Kepemilikan 
Struktur Kepemilikan adalah perbandingan antara jumlah saham yang 
dimiliki oleh orang dalam (insider) dengan jumlah yang dimiliki oleh investor 
(Indrayani, 2009). Struktur kepemilikan dapat dijelaskan dari dua sudut pandang 
yaitu: 
 Pendekatan keagenan 
Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi 
konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. 
 Pendekatan informasi asimetri 
Struktur kepemilikan sebagai salah satu cara untuk mengurangi 
ketidakseimbangan informasi antara insider dan outsider melalui 
pengungkapan informasi. 
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Struktur kepemilikan perusahaan merupakan salah satu mekanisme 
dalam corporate governance (Gunarsih, 2003). Karena pengaruh tekanan global 
yang meminta transparansi dan akuntabilitas serta isu-isu global yang dihadapi 
perusahaan multinasional, para investor mempertimbangkan kinerja keuangan dan 
kinerja sosial dalam keputusan investasinya. Dalam suatu perusahaan, ada dua 
jenis shareholder yaitu affiliated shareholder dan non affiliated shareholder. Non 
affiliated shareholder merupakan pemegang saham yang tidak terkait langsung 
dengan kegiatan perusahaan, seperti kepemilikan saham oleh institusi dan 
individu. Sedangkan affiliated shareholder merupakan pemegang saham yang 
terkait langsung dengan aktivitas perusahaan, seperti manager dan blockholder.  
Struktur kepemilikan oleh beberapa peneliti dipercaya mampu 
mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja 
perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi nilai 
perusahaan. Hal ini disebabkan oleh karena adanya kontrol yang mereka miliki 
(Indrayani, 2009). 
5. Struktur Kepemilikan Institusional  
Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan 
yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, 
perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). 
Kepemilikan institusional merupakan sarana untuk memonitor manajemen. 
Institusional biasanya dapat menguasai mayoritas saham karena mereka memiliki 
sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. 
Oleh karena menguasai saham mayoritas, maka pihak institusional dapat 
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melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen secara lebih kuat 
dibandingkan dengan pemegang saham lain sehingga pihak institusional dituntut 
untuk mengungkapkan kegiatan-kegiatan perusahaan sebagai tanggungjawab yang 
harus dijalankan.  
Investor institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk 
mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya untuk transparansi 
kepada stakeholders untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan nilai 
perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga mempengaruhi harga saham 
perusahaan. Waryanto (2010) menyatakan semakin besar tingkat kepemilikan 
institusional dalam perusahaan maka tekanan terhadap manajemen perusahaan 
untuk mengungkapkan tanggungjawab sosial perusahaan juga semakin besar 
dikarenakan para pemegang saham institusional memiliki opportunity, resources, 
dan expertise untuk menganalisis kinerja dan tindakan manajemen, dan investor 
institusional sebagai pemilik sangat berkepentingan untuk membangun reputasi 
perusahaan. 
Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha 
pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat 
menghalangi perilaku opportunistic manager (Nurkhin, 2009). Kepemilikan 
institusional dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengurangi masalah keagenan 
dengan meningkatkan proses monitoring. Menurut Jensen dan Meckling (1976) 
salah satu cara untuk mengurangi agency cost adalah dengan meningkatkan 
kepemilikan institusional yang berfungsi untuk mengawasi agen. Dengan kata 
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lain, kepemilikan institusional akan mendorong pengawasan yang optimal 
terhadap kinerja manajemen.  
6. Struktur Kepemilikan Asing  
Kepemilikan asing adalah presentase kepemilikan saham perusahaan oleh 
investor asing. Menurut Undang- undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 
6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, 
dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik 
Indonesia. Perusahaan dengan kepemilikan asing yang besar (lebih dari 5%) 
mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen.  
Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu media yang 
dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di 
sekitarnya. Dengan kata lain, apabila perusahaan memiliki kontrak dengan foreign 
stakeholders, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan 
pengungkapan tanggungjawab sosial. Kepemilikan asing dalam perusahaan 
merupakan pihak yang dianggap concern terhadap pengungkapan 
pertanggungjawaban sosial perusahaan (Djakman & Machmud, 2008).  
Menurut Almilia dan Wijayanto (2007), perusahaan yang memiliki 
kategori investasi oleh asing diduga lebih memperhatikan tanggung jawab 
lingkungannya dibandingkan yang investor dalam negeri. Perusahaan dengan 
kepemilikan asing akan memiliki tingkat pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR) lebih tinggi karena perusahaan dengan kepemilikan asing 
biasanya lebih sering menghadapi masalah asimetri informasi dikarenakan alasan 
hambatan goegrafis dan bahasa sehingga melalui program Corporate Social 
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Responsibility yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan akan mendapatkan 
tanggapan yang positif dari pihak-pihak yang berkepentingan sehingga akan 
mempunyai dampak yang baik bagi kelangsungan operasional perusahaan. 
Menurut Susanto (1992) ada beberapa alasan perusahaan yang memiliki 
status permodalan asing lebih banyak pengungkapan lingkungannya. Pertama, 
mendapatkan pelatihan yang lebih baik misalnya dalam bidang akuntansi dari 
perusahaan induknya diluar negeri. Kedua, mempunyai sistem informasi 
manajemen yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan pengendalian internal 
dan kebutuhan informasi perusahaan induknya. Ketiga, kemungkinan juga 
terdapat permintaan informasi yang lebih besar dari pelanggan, pemasok, analisis 
dan masyarakat pada umumnya. Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut 
perusahaan dengan kepemilikan asing diharapkan akan lebih terbuka dalam hal 
pengungkapan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dan akan lebih 
peduli terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan serta 
lingkungan disekitar perusahaan berdiri.  
Seperti diketahui, negara-negara luar terutama Eropa dan United State 
merupakan negara-negara yang sangat memperhatikan isu-isu sosial seperti 
pelanggaran hak asasi manusia,  pendidikan, tenaga kerja, dan isu lingkungan 
seperti, efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air (Djakman & 
Machmud, 2008). Hal ini juga yang menjadikan dalam beberapa tahun terakhir 
ini, perusahaan multinasional mulai mengubah perilaku mereka dalam beroperasi 
demi menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan (Fauzi, 2006). Perusahaan 
multinasional atau dengan kepemilikan asing utamanya melihat keuntungan 
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legitimasi berasal dari para stakeholder-nya dimana secara tipikal berdasarkan 
atas home market (pasar tempat beroperasi) yang dapat memberikan eksistensi 
yang tinggi dalam jangka panjang (Suchman, 1995; Barkemeyer, 2007; Djakman 
dan Machmud, 2008).  
 
C. Rerangka Pemikiran 
Tanggung jawab sosial merupakan sebuah usaha perusahaan atau 
organisasi untuk mendapatkan legitimasi dalam masyarakat. Legitimasi ini 
selanjutnya akan menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan 
sebagai dampak operasinya terhadap masyarakat (Legitimacy Theory). Sejalan  
dengan hal tersebut, tanggung jawab sosial merupakan usaha perusahaan atau 
organisasi untuk memenuhi harapan stakeholder nya. Dalam pelaksanaannya, 
perusahaan akan memilah stakeholder yang dianggap penting dan keinginan 
stakeholder tersebut akan diutamakan  (Stakeholder Theory).  
Stakeholder yang dianggap penting oleh perusahaan salah satunya adalah 
pemegang saham (shareholder). Dalam suatu perusahaan, ada dua jenis 
shareholder yaitu affiliated shareholder dan non affiliated shareholder. Non 
affiliated shareholder merupakan pemegang saham yang tidak terkait langsung 
dengan kegiatan perusahaan, seperti kepemilikan saham oleh institusi dan 
individu. Sedangkan affiliated shareholder merupakan pemegang saham yang 
terkait langsung dengan aktivitas perusahaan, seperti manager dan blockholder.  
Kepemilikan saham oleh institusi merupakan kepemilikan saham yang 
cukup besar dalam suatu perusahaan sehingga kepemilikan institusi ini dapat 
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wewenang untuk mengontrol perusahaan. Terkait dengan isu tripple bottom line 
yang telah mengglobalisasi, maka kepemilikan institusional cenderung 
mempertimbangkan pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam keputusan 
investasinya. Selain itu juga karena banyaknya kasus perusahaan multinasional 
yang terjadi di masyarakat, banyak perusahaan dengan kepemilikan asing 
(perusahaan multinasional) juga mempertimbangkan pengungkapan 
pertanggungjawaban sosial. Hal ini terkait dengan legitimasinya terhadap 
masyarakat sekitar daerah operasinya dan keberlanjutan operasinya.  
Berdasarkan telaah teori tersebut dapat digambarkan dalam kerangka 
pemikiran sebagai berikut:  
 
 
 
 
 
 
D. Perumusan Hipotesis 
Berdasarkan uraian keterkaitan antara struktur kepemilikan institusional 
dan struktur kepemilikan asing terhadap luas pengungkapan Corporate Social 
Responsibility diatas, mengacu pada kerangka pemikiran dan rumusan masalah, 
maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
Variabel Independen 
Kepemilikan 
Institusional 
Kepemilikan Asing 
Variabel Dependen 
Pengungkapan Corporate 
Social Responsibility 
30 
 
1. Pengaruh struktur kepemilikan institusional terhadap pengungkapan 
Corporate Social Rensponsibility  
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh 
institusi (badan). Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham 
perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan 
asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi 
lain). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha 
pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat 
menghalangi perilaku opportunistic manajer  (Nurkhin, 2009). 
Menurut Mursalim (2007) kepemilikan institusional dapat dijadikan 
sebagai upaya untuk mengurangi masalah keagenan dengan meningkatkan proses 
monitoring. Pemegang saham institusional juga memiliki opportunity, resources, 
dan expertise untuk menganalisis kinerja dan tindakan manajemen. Investor 
institusional sebagai pemilik sangat berkepentingan untuk membangun reputasi 
perusahaan. 
Kepemilikan institusional merupakan sarana untuk memonitor 
manajemen. Institusional biasanya dapat menguasai mayoritas saham karena 
mereka memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang 
saham lainnya. Oleh karena menguasai saham mayoritas, maka pihak institusional 
dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen secara lebih kuat 
dibandingkan dengan pemegang saham lain sehingga pihak institusional dituntut 
untuk mengungkapkan kegiatan-kegiatan perusahaan sebagai tanggungjawab yang 
harus dijalankan. Investor institusional dapat meminta manajemen perusahaan 
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untuk mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya untuk 
transparansi kepada stakeholders untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan 
nilai perusahaan. 
Soliman et al. (2012) dan Nurbaity (2014) mengatakan bahwa 
kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap Corporate Social 
Responsibility. Selain itu, Rezi (2014) mengatakan bahwa kinerja lingkungan, 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan solvabilitas berpengaruh 
signifikan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility perusahaan. 
Penelitian Anggraini (2006) dan Murwaningsari (2009) yang menunjukkan bahwa 
semakin besar kepemilikan institusional dalam perusahaan maka tekanan terhadap 
manajemen perusahaan untuk mengungkapkan tanggungjawab sosial pun semakin 
besar. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah 
sebagai berikut: 
H1 : Struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 
pengungkapan Corporate Social Rensponsibility. 
 
2. Pengaruh struktur kepemilikan asing terhadap pengungkapan Corporate 
Social Rensponsibility  
Kepemilikan saham asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak 
asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham 
perusahaan di Indonesia (Rustiarini, 2011). Kepemilikan asing dalam perusahaan 
merupakan pihak yang dianggap concern terhadap pengungkapan 
pertanggungjawaban sosial perusahaan (Djakman & Machmud, 2008). Jika dilihat 
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dari sisi stakeholder perusahaan, pengungkapan Corporate Social Responsibility 
merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian 
perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, apabila 
perusahaan memiliki kontrak dengan foreign stakeholders, maka perusahaan akan 
lebih didukung dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial 
(Puspitasari, 2009). Selama ini kepemilikan asing merupakan pihak yang 
dianggap concern terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 
Seperti diketahui, negara-negara di Eropa sangat memperhatikan isu-isu sosial. 
Hal ini menjadikan perusahaan multinasional mulai mengubah perilaku mereka 
dalam beroperasi demi menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan (Fauzi, 2006). 
Rustiarini (2011) mengatakan struktur kepemilikan manejerial dan 
struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
CSR, sedangkan struktur kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan 
Corporate Social Responsibility. Soliman et al. (2012) dan Nurbaity (2014) 
mengatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap Corporate 
Social Responsibility. Berdasarkan asumsi bahwa negara-negara asing cenderung 
lebih perhatian terhadap aktivitas serta pengungkapan Corporate Social 
Responsibility  (CSR), maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut: 
H2 : Struktur kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan 
Corporate Social Responsibility. 
